BAB IV

ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI AMIL ZAKAT
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

A. Analisis Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan fpadan Allah
dalam QS. At-Taubah [9]:60. Berdasarkan ayat tersetbapat diketahui
bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mkkukdn secara
individual, dari muzakki diserahkan langsung kepadaustahik tetapi
dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus mmmamgkat, yang
memenuhi persyaratan tertentu yang disebut denguinzakat. Amil zakat
inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisaspalla masyarakat,
melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistkbnossecara tepat dan
benar.

Di samping berkaitan dengan perintah Al-Qur'an,geérlaan zakat
oleh amil zakat ini mempunyai, beberapa kelebinan &eunggulan, antara
lain sebagai berikut: pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin
pembayar zakat; kedua, menjaga perasaan rendapadaimustahiqzakat
apabila berhadapan langsung menerima zakat daib wakat (huzakkj;
ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, depat sasaran dalam

penggunaan harta zakat menurut skala prioritas galagpada suatu tempat;

!Abdurrahman QadirZakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosidkarta: Raja Grafindo
Persada, 1998, him. 87-88.
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keempat, untuk memperlihatkan syi‘ar Islam dalamasgat penyelenggaraan
negara dan pemerintahan yang islami.

Sementara itu, dalam Bab Il Pasal 5 Undang-Undaogid¥ 38
Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakatalmnehmil zakat
bertujuan:

1). Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam mémmaakat sesuai
dengan tuntutan agama;

2). Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamadamd upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadisial;so

3). Meningkatkan basil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38uial999
Tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut JUBZlam UUPZ ini,
sanksi terdapat pada pasal 21, yang menyebutkawabahtiap pengelola
zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dancatat dengan tidak
benar harta zakat, infak, shadagah, hibah, wasiafris, dan kafarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12,adah B3 dalam undang-
undang, diancam dengan hukuman kurungan selamananiega bulan dan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000¢20p(iuh juta rupiah).

Sanksi juga diatur pula pada Pasal 21 (c), yangyeimrikan bahwa
setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembamjazakat yang
melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksiaedengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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Menurut penulis adanya sanksi hukum terhadap pelagetakat
mempunyai konsekuensi sebagai berikut:

1. Pengelola zakat akan berhati-hati dalam mencatda lzakat. Hal ini
berdampak positif menumbuhkan kepercayaan muzakki.

2. Lebih tertibnya administrasi sehingga akuntabilithsi para pengelola
zakat dapat transfaran dan memudahkan pemeriksaan.

3. Lebih memperkecil tingkat penyelewengan dana kasefe perhitungan
yang jelas.

Dengan melihat dampak positif pemberian sanksi paga pengelola
zakat, maka pemberian sanksi pada prinsipnya sdengan tujuan hukuman.
Dalam Kamus Hukumkarya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam
pidana atau hukuma&Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi iparu
rupa tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaynyisalnya:

a. Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukurdalaha suatu
pembalasan berdasar atas pepatah kuno: Siapa memibarus dibunuh”.
Pendapat ini biasa disebut teori pembalasaerggldings-theorie

b. Pujangga Feurbach antaranya berpendapat, bahwanhokbharus dapat
mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jaledri Tini biasa

disebut teori mempertakutkaraf¢hriklungstheorig

’Fockema Andreadsockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenbberk Saleh
Adwinata,et al,"Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1988nh 496.

3Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUpBerta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasdogor: Politeia, 1996, him. 35-36.
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c. Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu beudaksla untuk
memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatanti Teiobiasa disebut
teori memperbaikierbeteringstheorije

d. Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatdiamyva dasar dari
penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akapi tetaksud lain-
lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahantieda-tertib
kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telabub®rtidak boleh
diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasaldisteori gabungan.

Hukuman dalam bahasa Arab diselgubah Lafaz'uqubahmenurut
bahasa berasal dari kata=2¢) yang sinonimnya:4féx ¢la 5 44lX)  artinya:
mengiringnya dan datang di belakangfiyzalam pengertian yang agak mirip
dan mendekati pengertian istilah, barangkali la@agebut bisa diambil dari
lafaz: 8le) yang sinonimnya: dzd L ¢l g ol 32), artinya: membalasnya
sesuai dengan apa yang dilakukanhya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami balesaasu disebut
hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan diladsam sesudah
pelanggaran itu dilakukan. Sedangkan dari pengeryiang kedua dapat
dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena mpaiean balasan

terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakykann

“Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinajakarta:
sinar Grafika, 2004, him. 136.
°Ibid.,
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Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebaglisa’ dan
sebagainya”, atau "keputusan yang dijatuhkan o#dintt.® Pengertian yang
dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawlatamKamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBl}ersebut sudah mendekati pengertian menurut
istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan peragerhenurut istilah yang
nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukumaanipir sama
dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa gdagakan oleh
Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilatak dapat menggantikan
kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidkmahukuman perdata
seperti misalnya ganti kerugidrSedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana
dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana leld#pat daripada hukuman
sebagai terjemahan katdraf. Karena, kalaustraf diterjemahkan dengan
hukuman makatraf rechtharus diterjemahkan hukum hukunfan.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafad@llah dan
Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderit@ag sengaja dibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memesyarat-syarat
tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yangdikgép oleh Mustafa

Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan émwojud suatu nestapa yang

®W.J.S. Poerwadarmint&amus Umum Bahasa Indonesiakarta: PN Balai Pustaka,
1976, him. 364.

"Wirjono ProjodikoroAsas-Asas Hukum Pidana di Indonesiakarta: PT. Eresco, 1981,
him. 1.

8Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidandakarta: PT Rineka Cipta, 2002, him. 1 — 12.
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dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat dtelk Wirjono
Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berartiyaalg dipidanakan,
yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkepada seorang oknum
sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan jabgamg tidak sehari-hari
dilimpahkan®®

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan ds atapat diambil
intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatdepgaan atau nestapa,
atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka adanya pemisanksi atau
hukuman bagi pengelola zakat yang karena kelalggatidak mencatat dan
mencatat dengan tidak benar harta zakat, infakdasjan, hibah, wasiat,
waris, dan kafarat, maka akan membangun efek gtadap pelaku yang
melakukan tindakan melanggar hukum. Dengan demikemksi terhadap
pengelola zakat sebagaimana tercantum dalam pdsdUnZlang-Undang
Nomor 38 tahun 1999 sangat kondusif untuk menirkgikapengelolaan dan

pendistribusian zakat.

. Analisis Konsekuensi Sanksi Bagi Amil Zakat dalam Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah logisgnkatbeberapa
pertimbangan: Pertama, untuk menjamin kepastian disiplin pembayar

zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri pardahgszakat apabila

%Ibid., him. 48.
Yirjono Projodikorojoc.,cit
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berhadapan langsung menerima haknya dari para wajat Muzakk).
Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dasaran yang tepat dalam
penggunaan harta zakat menurut skala prioritas gpalagpada suatu tempat.
Keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam maseat
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami

Sebaliknya, jika pelaksanaan zakat langsung dikarakepada setiap
wajib zakat fnmuzakKi, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para
mustahik lainnya pada orang-orang kaya, tidak meobgle jaminan yang
pasti.

Asas operasionalisasi dan pelaksanaan zakat sefdertnukakan di
atas tidak mengabaikan sifat dan kedudukan zakageihdiri sebagai ibadah
mahdhah yang harus dilaksanakan atas dasar kesadai&hlasan dan
ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Dengan demésas ikhlas dan
sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan dan pamerakat sebagaimana
yang berlaku pada masa Rasulullah, Khulafa al-Rasydan pemerintahan
Islam selanjutnya/berikutnya.

Untuk mengetahui bagaimana model operasionalisasipgnerapan
zakat pada masa klasik Islam, secara garis bepat déihat sebagai berikut:
1. Zakat pada Masa Rasulullah SAW

Syari‘at zakat baru diterapkan secara efektif pdan kedua
Hijriyah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW. telah menggan dua fungsi,
yaitu sebagai Rasulullah dan pemimpin umat. Zakgd jnempunyai dua

fungsi, yaitu ibadah bagi muzakki dan sumber utpe@dapatan negara.
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Dalam pengelolaan zakat, nabi sendiri turun tang@mberikan contoh
dan petunjuk operasionalnya.

Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusianopéuk
daerah di luar kota Madinah, Nabi mengutus petugasuk
mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Di antara petiig adalah Muaz
Ibn Jabal untuk memungut dan mendistribusikan zalat dan untuk
penduduk Yaman.

Para petugas yang ditunjuk oleh Nabi itu dibekahighn petunjuk-
petunjuk teknis operasional dan bimbingan sertangatan keras dan
ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan pergelpdékat benar-
benar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Nakertze keluarganya
tidak dibenarkan oleh syara' sebagai penerima zakat
. Zakat pada Masa Khalifah Abu Bakar (11-13 H/632-634

Khalifah Abu Bakar melanjutkan tugas Nabi, terutaogas-tugas
pemerintahan (khilafah) khususnya dalam mengemlazangjaran agama
Islam, termasuk menegakkan syariat zakat yang titetapkan sebagai
sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis.

Khalifah Abu Bakar memandang masalah ini sangatisekarena
fungsi zakat sebagai pajak dan sumber utama petaglapagara. Pada
masa Nabi SAW. masih hidup zakat berjalan dengak d@n lancar,
sehingga tugas-tugas Nabi, baik sebagai Rasul masghagai Pemimpin
negara dan masyarakat dapat berjalan lancar kawnamgan keuangan

dari berbagai sumber pendapatan, terutama daorseitat.
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Khalifah Abu Bakar dalam menjalankan tugas penaagarakat
ini selalu berpedoman pada kebijaksanaan yang tilakukan oleh Nabi
SAW. Disamping itu Khalifah Abu Bakar secara implizerpedoman pula
pada sebuah Hadis Nabi SAW. "Aku (Rasulullah) digahkan
memerangi suatu golongan manusia, sampai merekaguvem dua
kalimat syahadat, mendirikan shalat dan menunaikéat... ".

Hadis ini merupakan landasan teoritik dan operasioyang
dijelaskan oleh Nabi SAW. meskipun Nabi SAW. sendiemasa
hidupnya tidak pernah melakukan tindakan tegas meergeorang yang
tidak mau membayar zakat, karena tidak menemukatartgan seperti
yang disebutkan dalam hadis tersebut, khususnyagotslam yang
menentang kewajiban zakat, tetapi pada awal petaben Khalifah Abu
Bakar timbul suatu gerakan yang tidak mau membayarkakatnya
kepada Khalifah. Maka Khalifah Abu Bakar, berdaaarkHadis Nabi
tersebut, mengambil suatu kebijaksanaan bahwa gatopang tidak mau
lagi membayar zakat ini dihukum telah murtad, makareka boleh
diperangi.

Sehubungan dengan kasus inilah Khalifah Abu Bakar
mengeluarkan ultimatumnya: Akan aku perangi ora@aggy menolak
mengeluarkan zakatnya walaupun berupa seekor amabikg yang di
masa Rasulullah mereka tunaikan.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, Khalifalhn Bakar

langsung turun tangan dan mengangkat beberapaasetamil zakat) di
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seluruh wilayah kekuasaan Islam waktu itu, sehinggmungutan dan
penyaluran harta zakat berjalan dengan baik. Hemt zakat yang
dipungut segera didistribusikan kepada golongary y@erhak, agar tidak
sampai menumpuk di Baitul mal, kecuali untuk bagian sabilillah
(ihad). Bagian yang menjadi haknya sebagai amaimthil sekedarnya
saja’’
. Zakat pada Masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab (132634 - 644 M)

Pemungutan dan pengelolaan zakat dalam masa Khblifear Ibn
al-Khattab ini makin diintensifkan sehingga penex@m harta zakat makin
meningkat, karena semakin banyak jumlah para wafikat dengan
pertambahan dan perkembangan ummat Islam di pelbalggah yang
ditaklukkan.

Perhatian Khalifah Umar terhadap pelaksanaan zahegat besar.
Untuk itu ia selalu mengontrol para petugas amiatalan mengawasi
keamanan gudang penyimpanan harta zakat, khusubay@-harta
zahirah. Untuk itu ia tidak segan-segan mengelumardacaman akan
menindak tegas petugas yang lalai atau menyalakgoriearta zakat.

Meskipun penerimaan harta zakat melimpah ruahnkasemakin
luasnya namun kehidupan ekonomi Khalifah tetap rbeda seperti
sebelum la menjabat sebagai Khalitah.
. Zakat pada Masa Khalifah Usman Ibn Affan (24-36H4/656M)

Dalam periode ini, penerimaan zakat makin meningleafi,

“Abdurrachman Qadinp. cit, him. 89.
2bid
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sehingga gudang Baitulmal penuh dengan harta zdkatk itu Khalifah
sekali-sekali, memberi wewenang kepada para waikatzuntuk atas
nama Khalifah menyerahkan sendiri zakatnya langskegada yang
berhak (fakir miskin).

Sebagaimana khalifah sebelumnya yang mempunyaiatienh
besar terhadap pelaksanaan zakat, ia juga demikenkan harta dia
sendiri tidak sedikit dikeluarkannya untuk mempsedregpenerimaan demi
kepentingan negara. Dia dikenal sebagai orang yderghawan, dan
memiliki kekayaan pribadi yang banyak sebelum nimatj&halifah.

Bagi Khalifah Usman, urusan zakat ini demikian peptuntuk itu
dia mengangkat pejabat yang khusus menanganiny@ Xaid Ibn Tsat,
sekaligus mengangkatnya mengurus lembaga keuangagaran
(Baitulmal).

Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakah n@car
dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segéegdbagikan kepada
yang berhak menerimanya, sehingga hampir tidalapexidsisa harta zakat
yang tersimpan dalam Baitulmal. Memang pernah skatika Khalifah
mengadakan inspeksi mendadak memeriksa Baitul datika itu
ditemukan saldo kas sebanyak seribu dirham, y&tsetelah dilakukan
pembagian kepada seluruh ashnaf yang berhak. Ehalifiemerintahkan
Zaid untuk menyalurkan sisa lebih ini ke lembagaldaga sosial yang

memberi manfaat bagi kemaslahatan umat, termasukk ubiaya
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pembangunan dan ta'mir masjid Rasuluffah.
. Pelaksanaan Zakat pada Masa Ali Ibn Abi Thalib. {38 H/656 - 661
M)

Ali Ibn Abi Thalib dibai'at menjadi khalifah setélalima hari
terbunuhnya Khalifah Usman Ibn Affan. Sejak awainpentahannya, ia
menghadapi persoalan yang sangat kompleks, yaisalata politik dan
perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat tergagembunuhan atas
diri Khalifah Usman.

Meskipun dalam situasi politik yang goncang ituj An Abi
Thalib tetap mencurahkan perhatian yang besar nganapersoalan zakat
yang merupakan urat nadi kehidupan pemerintahanadama; bahkan
pada suatu ketika ia sendiri yang turun tanganskamg mendistribusikan
zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam penerapan dan pelaksanaan zakat, Ali IbrTAblib selalu
mengikuti kebijakan khalifah-khalifah pendahulunydarta zakat yang
sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas aupayera membagi-
bagikannya kepada mereka yang berhak yang sangabueéhkannya,
dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakandgaitulmal.

Setelah membagi-bagikan zakat itu, ia tampak legaldngsung
shalat sunat sebagai tanda syukurnya karena teddhksanakan tugas

yang berat itu tanpa terpengaruh sedikitpun oletiagn melihat harta

Bbid., him. 90.
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zakat yang melimpah ruah, pada saat itu juga disebe

Artinya: Wahai emas (ya Safra) dan perak (ya bapaylayakanlah
orang-orang selain aku.

. Pelaksanaan Zakat pada Masa Umar lbn Abdul Aziz.

Dalam periode Daulah Bani Umayyah yang berlangsseigma
hampir sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil Isalaeorang
khalifahnya yang terkenal yaitu Umar lbn Abdul AZE9-101 H). Dia
terkenal karena kebijakan dan keadilan serta kelsdamnya dalam
memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termksh&rhasilan
dalam penanganan zakat sehingga dana zakat melim@dh dalam
Baitulmal sampai menimbulkan kesulitan bagi petugad zakat mencari
golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zédaebut.

Pola kepemimpinan dan sistem yang diterapkannyayaan
mencontoh para Khulafa' al-Rasyidin sebelumnya.lifdiemempunyai
perhatian yang besar terhadap petugas zakat. Sewaktu dia sendiri
turun tangan membagi-bagikan harta zakat kepadakaeyang berhak
menerimanya, bahkan mengantarkannya ke tempat &nene&sing-
masing.

Pada masa Khalifah Umar lbn Abdul Aziz, sistem daanajemen

zakat sudah mulai maju dan profesional. Jenis ragama dan kekayaan yang

dikenakan zakat sudah bertambah banyak. Yusuf edh@ei, menuturkan

bahwa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz adalah orang tpera yang

mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang dipedaeahpenghasilan usaha

“Ahmad RuslanZakat dan Implementasinydakarta: PT Bumi Aksara, 2007, him. 89.
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atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honamaripenghasilan berbagai
profesi, dari berbaganal al-mustafadainnya.

Dalam hubungannya dengan masalah sanksi atau hokbaiava
menurut hukum Islam, hukuman adalah seperti didggan oleh Abdul

Qadir Audah sebagaimana disitir Ahmad Wardi Muslich

pladlal Oluas e i Lot amlial) 2l o) o 4 5an)
"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran pesyta’ yang

ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karenanyad
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa Im#u adalah salah
satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagabpksan atas perbuatan
yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuark unémmelihara ketertiban
dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuindoegi kepentingan
individu.

Tujuan pemberi hukuman dalam hukum Islam sesuagatekonsep
tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk raksasi kemaslahatan
umat dan sekaligus menegakkan keadifafitas dasar itu, tujuan utama dari
penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat ladatah sebagai

berikut:

*Ahmad Wardi Muslichpp.cit, him. 137.
®Abd al-Wahhab Khalaf,Ilm usdl al-Figh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, him. 198.
Muhammad Abu ZahrahJsdl al-Figh Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, him. 351.
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a. Pencegahan$ s g2l

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yartgaber
kesalahan agar tidak mengulangi perbuatan tersafaut agar ia tidak
terus-menerus melakukan kesalahan. Di samping mgahceelaku,
pencegahan juga mengandung arti mencegah oranggelaim pelaku agar
ia tidak ikut-ikutan melakukan kesalahan, sebdfisa mengetahui bahwa
hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akamalem terhadap
orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sB@agan demikian,
kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menaduag yang berbuat
itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannyay deenahan orang lain
untuk tidak berbuat.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam desgaksi
adakalanya pelanggaran terhadap larangan atau ggaikan kewajiban
maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbada. k¢adaan yang
pertama, pencegahan berarti upaya untuk menghenpi&ebuatan yang
dilarang, sedang pada keadaan yang kedua, penceghbbearti
menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajibagelbert sehingga
dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan ia mau rhaekjan
kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukureamadap orang
yang tidak mau mengeluarkan zakKat.

Oleh karena tujuan sanksi dalam pasal 21 Undangdunélomor

38 tahun 1999 adalah pencegahan, maka besarnysi banks sesuai dan

YA Hanafi, op.cit, him. 255-256.
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cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak bkietang atau lebih
dari batas yang diperlukan, dengan demikian tetdppasip keadilan
dalam menjatuhkan sanksi. Apabila kondisinya desnikinaka sanksi,
dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelalsetnyab di antara
pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, pada yang cukup
dengan denda atau juga lebih dari itu yaitu penj@ahkan ada di
antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjangashe masa yang
tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih benatittaseperti hukuman
mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tuyaery pertama itu,
efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sedafpan tercegahnya
pelaku dari perbuatan melalaikan kewajiban sebagagurus zakat maka
muzakki akan tenang, aman, tenteram, dan damaikipies demikian,
tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhaddgkp, sebab dengan
tidak dilakukannya sanksi maka pelaku akan selataat ia terhindar

dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikassfell 5 7 a¥l)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan sanksi adalaldici&rpelaku
agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari &kaahya. Di sini
terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terpatle pelaku. Dengan
adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam mklaku suatu
kesadaran bahwa ia menjauhi kesalahan bukan ktakntakan sanksi,

melainkan karena kesadaran diri dan kebencianmpadap sanksi serta
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dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Keaadang demikian
tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untekberantas
kejahatan dalam mengelola zakat, karena seseosdrgjusn melakukan
suatu kelalaian, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasgngetahui
perbuatannya dan sanksi akan menimpa dirinya, paikuatannya itu
diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian jjiga ia dapat ditangkap
oleh penguasa negara kemudian dijatuhi sanksi diadwuatau ia dapat
meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun padaraa ia tidak akan
dapat menghindarkan diri dari sanksi akhtfat.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islanalath
menjatuhkan sanksi juga bertujuan membentuk masytrgang baik
yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan nrgac antara sesama
anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dajidannya. Pada
hakikatnya, suatu sanksi adalah perbuatan yand tdisenangi dan
menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemamamasyarakat
terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasdah kasih sayang
terhadap korbannya.

Sanksi atas diri pelaku merupakan salah satu camayatakan
reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap parbpataku yang telah
melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakayaupenenangkan
hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimakandkuntuk

memberikan rasa derita yang harus dialami olehkpedabagai imbangan

BAhmad Wardi Muslichpp.cit, him. 138.
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atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk meaguwtitinya. Dengan
demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapeisakan oleh
seluruh masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa sanksi bagi permelakat yang
melalaikan tugas kewajibannya sangat berdampakifpssbagaimana telah
dijelaskan. Sebaliknya, apabila tidak diberi samfksin menimbulkan dampak
negatif yaitu menurunnya tingkat kepercayaamuzakki dan menjadi
penghambat pendistribusian zakat. Kesan yang muticolasyarakat yaitu
kacaunya sistem administrasi dan pengelolaan zakarakki tentu saja
mendistribusikan zakat sekehendak hatinya tanpa peetulikan skala
prioritas. Kondisi ini menyebabkan zakat tidak laggmiliki relevansi dengan
pembangunan bangsa dan negara. Zakat menjadi tidakipu lagi
mengentaskan kemiskinan.

Pendistribusian zakat oleghuzakkitidak akan melahirkan pemerataan
dan tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomad&an ini akan
membangun kesan bahwa zakat kehilangan signifikgasiAtas dasar itu
sanksi bagi pengelola zakat merupakan jalan untudnempuh dan

mengembalikan kepercayaamuzakkiterhadap peran dan fungenil zakat.

¥bid., him. 257.



